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keberlangsungan mata pencahariannya. Menurut (Amelia & Priambodo, 

2024) keberhasilan kolaborasi dapat dinilai dengan melihat bagaimana 

siklus kolaborasi tersebut berputar mulai dari dialog tatap muka, 

membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahamana 

bersama, sampai hasil sementara yang telah dicapai. Berbeda dengan 

temuan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2025) yang 

menyebutkan bahwa hasil sementara dari kolaborasi pengelolaan bus Trans 

Metro Dewata belum dapat tercapai secara optimal dalam pencapaian tujuan 

maupun kebermanfaatan, terhadap keberadaan transportasi publik di 

provinsi Bali. Dengan demikian, proses kolaboratif dalam pelayanan 

transportasi publik bus Trans Banyumas dapat dikatakan sudah cukup baik, 

hal ini karena adanya kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama di 

antara pemangku kepentingan serta adanya rencana keberlanjutan layanan 

Trans Banyumas tahun depan. Kolaborasi ini tentunya dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan terutama pada transportasi publik di Kabupaten 

Banyumas. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut terkait dengan 

collaborative governance dalam pelayanan transportasi publik pada bus Trans 

Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada aspek kondisi awal melalui kerjasama di masa lalu menunjukkan 

respon yang cukup baik dengan adanya dukungan melalui program dari 

Kementerian serta adanya MoU dan Kontrak Perjanjian di antara 

pemangku kepentingan. Namun, untuk sub aspek ketidakseimbangan 

sumber daya masih menghadapi tantangan yang dirasakan oleh beberapa 

pemangku kepentingan yaitu pihak opersaional bus seperti PT Banyumas 

Raya Transportasi dan  anggota konsorsium termasuk Kopata, PT Jaya 

Mandiri Transportasi, serta Organda dalam mempengaruhi kebijakan.  

Dengan demikian, pada aspek kondisi awal menunjukkan adanya tingkat 

kepercayaan yang tinggi di antara pemangku kepentingan, meskipun 

seiring berjalannya waktu masih ditemukannya beberapa kendala dalam 
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operasionalnya. 

2. Pada aspek kepemimpinan fasilitatif masih adanya otoritas yang berbeda 

dalam proses pengambilan keputusan di antara pemangku kepentingan. 

Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan di antara aktor non-pemerintah. 

Meskipun demikian, untuk komiten di antara pemangku kepentingan 

sampai saat ini terus mendukung layanan bus Trans Banyumas. Hal ini 

didukung dengan adanya pihak yang mengawasi jalannya operasional 

yaitu PT Surveyor Indonesia, sehingga kualitas layanan tetap terjaga. 

3. Pada aspek desain kelembagaan sudah adanya aturan dasar yang  jelas dan 

dilakukan dengan transparan. Adanya dasar hukum melalui Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

menjadi acuan dalam berkolaborasi. Selain itu terdapat MoU Nota 

Kesepakatan dan Perjanjian Kontrak layanan bus Trans Banyumas 

menujukkan sudah adanya aturan dasar dan setiap stakeholder telah 

melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. 

Sementara itu untuk transparansi sudah dilakukan melalui evaluasi setiap 6 

(enam) bulan dalam setahun menandakan adanya keterbukaan di antara 

pemangku kepentingan. 

4. Pada aspek proses kolaboratif sudah menunjukkan dengan baik yaitu 

adanya keselarasan mulai dari tahap dialog tatap muka, membangun 

kepercayaan, komitmen dalam proses, pemahaman bersama, serta hasil 

sementara yang didapatkan. Pada dialog tatap muka sudah dilaksanakan 

cukup baik dengan adanya pertemuan langsung atau lewat zoom meeting 

ketika ada hal baru seperti perubahan rute. Pada sub aspek membangun 

kepercayaan juga sudah dilaksanakan melalui terjun langsung di lapangan 

untuk melihat situasi yang ada. Kemudian sub aspek komitmen terhadap 

proses juga sudah dilakukan yaitu ditandai adanya rencana hand over Trans 

Banyumas oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sebelumnya 

merupakan subsidi dari Kementerian Perhubungan lewat APBN. Untuk sub 

aspek pemahaman bersama juga sudah selaras yaitu meningkatkan load 

factor Trans Banyumas. Dengan demikian, untuk hasil sementera yang telah 



 

41 

 

didapatkan dalam kolaborasi ini sudah ada dengan tersedianya layanan 

transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau di Kabupaten 

Banyumas, namun masih menghadapi tantangan dalam keberlanjutan Trans 

Banyumas. 

REKOMENDASI  

Berdasarkan kesimpulan tersebut terkait dengan collaborative governance 

dalam pelayanan transportasi publik pada bus Trans Banyumas, maka 

rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Pada aspek kondisi awal meskipun kolaborasi telah terjalin atas dasar 

kepercayaan dan dukungan program yang kuat di antara pemangku 

kepentingan, namun ketidakseimbangan sumber masih menjadi tantangan 

bagi pihak operator Trans Banyumas. Oleh karena itu, diperlukan 

pembuatan kebijakan yang jelas dan mendukung dari pihak pemerintah, 

sedangkan dari pihak operator harus aktif memberikan data dan pengalam 

yang riil melalui forum dialog rutin. Hal ini dilakukan agar 

ketidaksembangan dijadikan sebagai penguat kolabrasi dan membangun 

ketergantungan yang saling menguntungkan. 

2. Pada aspek kepemimpinan fasilitatif meskipun komitemen telah terjaga di 

antara pemangku kepentingan, tetapi masih adanya dominasi otoritas 

pemerintah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, disarakan 

melibatkan aktor non pemrintah dengan membentuk forum diskusi yang 

transparan. Selain itu, pihak pemerintah sering melakukan terjun langsung 

lapangan untuk melihat kondisi riil dalam layanan bus Trans Banyumas. 

Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang telah ditentukan dapat 

beradaptasi dengan dinamika di lapangan dan kualitas layanan bus Trans 

Banyumas tetap terjaga. 

3. Pada aspek desain kelembagaan dengan sudah adanya aturan dasar yag 

jelas dan transparansi melalui evaluasi, diharapkan setiap pemangku 

kepentingan mampu melaksanakan tanggung jawab dan perannya masing-

masing. Selain itu, setiap pemangku kepentingan juga turut serta aktif 

dalam kegiatan evaluasi baik dari segi operasional ataupun organisasinya. 
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Hal ini agar semua pihak tetap bertanggung jawab sesuai kapasitasnya dan 

untuk memperkuat transparansi layanan Trans Banyumas. 

4. Pada aspek kolaboratif proses meskipun sudah dilakukan dengan baik 

dengan adanya keselarasan dari tahap dialog tatap muka, membangun 

kepercayaan, komitmen dalam proses, pemahaman bersama, serta hasil 

sementara yang didapatkan, diharapakan para pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam kolaborasi harus lebih aktif dalam bersosialisasi dan 

melibatkan komunitas pengguna layanan bus Trans Banyumas dalam forum 

diskusi. Hal ini tentunya untuk dapat meningkatkan load factor pada 

layanan bus Trans Banyumas. Selain itu diharapkan adanya keberlanjutan 

pada layanan bus Trans Banyumas kedepannya, mengingat ini merupakan 

tahun terakhir dari program Buy The Service di Kabupeten Banyumas. 

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah berencana 

untuk melakukan hand over Trans Banyumas, diharapakan untuk fasilitas 

seperti halte dan rute diperluas wilayah pelayanannya. 
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